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Abstrak
 

Kartel penetapan harga merupakan praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar

yang sehat. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai penerapan pendekatan Rule of Reason dan Per Se

Illegal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kasus kartel penetapan harga minyak

goreng yang dijelaskan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPUI/2022. Di Indonesia, cara untuk menentukan

pengguna-an pendekatan atau analisis tersebut biasanya dilihat dari ketentuan atau bunyi pasal-pasal

dimaksud. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepastian hukum

penerapan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan analisis

penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap kasus penetapan harga minyak goreng. Adapun metode

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang

melibatkan analisis berdasarkan bahan kepustakaan yang bersifat doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa KPPU menggunakan pendekatan Rule of Reason dalam menilai kasus ini, di mana penetapan harga

oleh pelaku dianggap merugikan persaingan dan konsumen. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks dan

dampak dari praktik kartel terhadap pasar. Di sisi lain, pendekatan Per Se Illegal menganggap kartel

penetapan harga sebagai praktik yang secara otomatis dilarang tanpa mempertimbangkan dampak atau

alasan di balik praktik tersebut. Namun, dalam putusannya, KPPU lebih condong menggunakan pendekatan

Rule of Reason karena kompleksitas dan konteks pasar minyak goreng yang dinilai. Hal tersebut secara

konsep disebut Truncated Rule of Reason yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1894 di Amerika

Serikat. Singkatnya, konsep pendekatan ini dapat dianalogikan sebagai suatu konsep “pencangkokan” di

antara pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason. Oleh karenanya dalam kasus kartel penetapan harga,

diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak mana yang lebih besar untuk melihat efisiensi dan

kesejahteraan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Rule of

Reason oleh KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 sesuai dengan kebutuhan untuk menilai praktik

kartel secara holistik, mempertimbangkan dampak dan konteks pasar. Meskipun demikian, perlu adanya

pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedua pendekatan ini agar dapat diterapkan dengan tepat dan

efektif dalam kasus-kasus kartel di masa depan.

...... Price-fixing cartels are practices that harm consumers and disrupt healthy market mechanisms. This

study describes the application of the Rule of Reason and Per Se Illegal approaches by the Business

Competition Supervisory Commission (KPPU) to the cooking oil price fixing cartel case described in KPPU

Decision Number 15/KPPUI/2022. In Indonesia, the way to determine the use of these approaches or

analyses is usually seen from the provisions or wording of the articles in question. The problem formulations

raised in this study are: How is the legal certainty of the application of Per Se Illegal and Rule of Reason

approaches based on Law No. 5 Year 1999 and the analysis of the application of the two approaches to the
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case of cooking oil price fixing. The research method to be used in this research is normative legal research

method, which involves analysis based on doctrinal literature materials. The results showed that KPPU used

the Rule of Reason approach in assessing this case, where price fixing by the perpetrators was considered

detrimental to competition and consumers. This approach considers the context and impact of cartel

practices on the market. On the other hand, the Per Se Illegal approach considers a price-fixing cartel as a

practice that is automatically prohibited without considering the impact or reasons behind the practice.

However, in its decision, KPPU is more inclined to use the Rule of Reason approach due to the complexity

and context of the cooking oil market being assessed. This is conceptually called the Truncated Rule of

Reason which was first popularized in 1894 in the United States. In short, the concept of this approach can

be analogized as a concept of "grafting" between the Per Se Illegal and Rule of Reason approaches.

Therefore, in the case of a price fixing cartel, further substantiation is required as to which impact is greater

in terms of efficiency and consumer welfare. The conclusion of this study shows that the application of the

Rule of Reason approach by the KPPU in Decision No. 15/KPPU-I/2022 is in accordance with the need to

assess cartel practices holistically, considering market impact and context. Nonetheless, there is a need for a

deeper understanding of these two approaches so that they can be applied appropriately and effectively in

future cartel cases.


